
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap Analisis Yuridis 

Terhadap Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus 

Di Kota Gorontalo) maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yaitu hak 

milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak atas tanah, 

yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk 

menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan 

pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang bersifat ‘Rech Kadaster” artinya yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum, dengan di selenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-

pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum 

daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa 

yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut. 



2. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik tanah yang benar 

berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, 

karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai 

tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam 

penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada ahli warisnya 

sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pemilik tanah dalam penyelesaian sengketa diatas tanah milik 

orang lain dengan cara mengajukan pembatalan sertifikat Hak Milik baik yang 

ditempuh dengan cara non litigasi maupun dengan litigasi yaitu proses 

penyelesaian melalui Pengadilan. 

5.2 SARAN 

Dari kesimpulan di atas, saran yang di berikan oleh penulis yaitu  Perlunya 

pengawasan dan penyuluhan hukum tentang prosedur mengenai pentingnya 

penguasaan kepemilikan hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat harus sesuai dengan 

ketentuan Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan Peraturan lainnya 

dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, Kepala Desa ataupun pihak–pihak lain yang 

terkait agar para pejabat yang berwenang mengetahui dan memahami prosedur 

peralihan hak atas tanah dan pendaftaran sertipikat hak atas tanahnya. 

Seharusnya Negara pun ikut bertanggungjawab penuh atas dikeluarkannya 

sertifikat Hak Milik sehingga bila ada kesalahan prosedur baik kesalahan karena subjek 



maupun objeknya sendiri dari suatu pekerjaan yang lalai, pejabat tersebut harus dapat 

memberikan ganti rugi kepada pemilik sertipikat bila ternyata haknya tidak jatuh pada 

dirinya si pemilik yang paling berhak. diberikan ganti rugi atasnya. Hal ini Sebagai 

konsekwensi tanggungan jawab negara atas hukum yang dibuatnya mengatur 

pelaksanaan pendaftaran tanah. 
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